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KEPUTUSAIT SEKRETARIS DAERAH PRO\IIIISI LAIIIPIING
rfoMoR I cl \q9lvt.o2l,tK.l2a22

TENTANG

PEMBEITTI'XAN TTDI PELAXSAITA XEGIATAIT TEIIMS IUPLEUEIVTASI SISTEM
INFOR}IASI PERENCAITAAI{ DAN PENGELOLAAN KEUANGAIT DAERAH

PROVINSI LAIIIPUIYG TAHUI{ 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 dan
Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
231 /PMK.O7 /2O2O tentang Tata Cara Penyampaian
Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanaa, dan
Laporan Pemerintah Daerah Lainnya, menyebutkan
pemerintah daerah diwajibkan menyelenggarakan dan
menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah
di daerahnya masin g-masing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka
penerapan pengelolaan keuangan daerah yang cepat,
efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu
membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Teknis Implementasi
Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi t ampung Tahun 2022 dan
menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2O22 tent-ang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



7. Peraturan Merteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahwn 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 /PMK.O7 /2O2O
tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan
Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah
Daerah Lainnya;

tO. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 4 Tahun 2O19
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi t ampung;

11. Peraturan Daerah Provinsi I-ampung Nomor 13 Tahun
2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Prorrinsi l,ampung Tahun Anggaran 2022;

12. Peraturan Gubernur t ampung Nomor 67 Tahun 2018
tentang Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) di Lingkungan
Provinsi t ampung;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAIT SEXRITARIS DAERAH TEITTANG
PEMBENTT'XAI{ TIM PELIIKSANA KEGIATA.IT TEKITIS
IMPLEMEIVTASI SISTEM INFORMASI PEREITCANAAI{ DAN
PEI{GEI,OLAAN KEUANGAIY DAERAH PROVITSI LAMPUT{G
TAHT'IT 2022.

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Teknis Implementasi
Sistern Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
Daeralr Provinsi Lampung Tahun 2O22, dengan susunan
personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Keputusan ini.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan Teknis Implementasi Sistem Informasi
Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2022 yang berkedudukan di Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi l,ampung,
dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam
Lampiran ll Keputusan ini.

Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu dan Dikum Kedua mempunyai uraian tugas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Dalam melalsanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah provinsi
Lampung.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

1. Pengarah
2. Penanggung Jawab
3. Ketua
4. Wakil Ketua
5. Sekretaris
6. Anggota

B. Sekretariat Tim
1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Anggota

: Rp750.00O,00
: Rp70O.000,00
: Rp650.000,00
: Rp600.000,00
: Rp5O0.000,00
: Rp5O0.000,00

: Rp250.000,00
: Rp250.000,00
: Rp220.000,00

Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu dan Diktum Kedua diberikan honorarium setiap orang
per bulan, terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan
bular Desember 2022 yang besarannya ditetapkan sebagai
berikut:
A. Tim

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Angg aran 2022 dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi l,ampung dengan Kode Rekening
5.02.02.06.03 .5. t.2.O2.O1.O4.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai
teknis pelaksanaailnya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dal Aset Daerah Provinsi l,ampung.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di kbetung
pada Z- 2022

ARIS DAERAH,

Ir. M.A
Pembina Utama

NrP. 19640209 198903 I OO8

Tembusan:
Gubernur tampung di Telukbetung (sebagai laporan);
Ketua DPRD Provinsi lampung di Telukbetung;
InspelrturProvinsi Iampung di Bandar t ampung;
Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Iampung di Telukbetung;
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda provinsi Lampung di Telukbetung;
Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
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LAMPIRAN I: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : C/ lqqtLvt.O2/HKl2O22
TANGGAL: t'l' ,- 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGI,ATAIT TEKNIS IMPLEMENTASI
SISTEM INFORIUASI PEREITCAI{AAI{ DAIT PEITGITOLAAIT KEUAITGAN DAERAH

PROVIITSI LAJTIPT'NG TAHUI{ 2022

I. Pengarah : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung

II. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
l,ampung

III. Ketua Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi t ampung

\-. IV. Wakil Ketua Kepala Sub Bidang Perencanan Makro Badan
Perencalaan Pembangunan Daerah Provinsi l,ampung

V. Sekretaris Ari Ben l^ahan, S.E. (Analis Keuangan pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung)

VI. Anggota 1. Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung

2. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
tampung

3. Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas
Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung

4. Kepala Sub Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung

5. Radius Prawira Negara, S.ST. (Analis Perencanaan
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung)

ARIS DAERAH,

Ir. DARMINTO M.A.
Pemblna Utama

rrrP. 19641021 199003 10()8
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SUSUI{AI{ PERSOI|ALIA SEKRETARIAT TIU PELIIKSAJTA KEGIATAIT TEKIYIS
IMPLEUENTASI SISTEU IIITOR,MASI PERETCATAAI{ DAIT PEITGELOI,AAIT

XTUAITGAIT DAERAII PROVINSI LAilPT'NG TITIIUN 2OiI2

I. Ketua Dina Puspasari, S.E.,M.M. (Analis Keuangan pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi l,ampung)

II. Wakil Ketua Nadia Mudlika, S.STP., M.M. (Verilikator Anggaran pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pro',rinsi
Lampung)

III. Anggota 1. Marta Helen Dwi Andira, S.E.,M.M. (Verifikator
Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi l^ampung)

2. Obbie Ferrie Vernando, S.E. (Pengadministrasi
Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung)

3. Vera Yani Hardi, A.Md. (Pengolah Data Anggaran pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi I-ampung)

4. Yoppy Novrisyah (Pengadministrasi Anggaran pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi l-ampung)

5. Hendra Sucipto (Pengadministrasi Anggaran pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung)

DAERAII,

Ir. M.A.
Pembina Utama

I|IP. 19641C21 199003 1 0()8

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NoMoR : c1 l.p lvt.o2lHK/2o22
TANGGAL: lq-j- 2022
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LAMPIRAN III: I(EPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : Gl \h lvl.O2/HK/2O22
TANGGAL; 11- 1- ZO22

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA DAN SEKRET'ARIAT TIM KEGIATAN TEI(NIS
IMPLEMENTASI SISTEM IITFORMASI PEREITCAITAAN DAN PENGILOLAAN

KEUANGAIT DAERAII PROVINST I"A.MPUNG TAIIUU 2022

A. TIM PELAKSAITA

I. Pengarah
Memberikan arahan dan kebijakan tentang pelaksanaan Sistem Informasi
Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD), Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah
(sIKD).

[. Penanggung Jawab
a. Menerima laporan seluruh pelaksanaan tugas Ketua, Wakil Ketua dan

Sekretaris; dan
b. Memberikan laporan tentang pelaksanaan SIPPKD, SIPD dan SIKD

kepada Pengarah.

IIL Ketua
a. Menyusun jadwal pelaksanaan tugas dengan anggota;
b. Menjelaskan pembagian tugas setiap anggota;
c. Mengoordinasikan kelancaran pelaksanaan tugas anggota;
d. Memimpin diskusi intern angola;
e. Bertanggungiawab atas pemeliharaan sistem informasi (perangkat keras

dan perangkat lunak) secara berkala; dan
f. Mengirim dan menyampaikan laporan pelaksanaan SIPPKD, SIPD dan

SIKD kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan setiap bulannya setelah berkoordinasi dengan
Penanggung Jawab dan Pengarah.

IV. Wakil Ketua
a. Menyusun laporan perkembangan SIPPKD dan SIPD;
b. Mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan SIPPKD dan SIPD; dan
c. Mempersiapkan, menganalisis dan menyusun laporan perkembangan

pelaksanaan SIPPKD dan SIPD.

V. Sekretaris
Menghimpun laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pelaksana Teknis
Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah.

VI. Anggota
a. Bertanggungiawab melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap

KUA/PPAS, APBD, DPA dan SPD dalam SIPPKD dan SIPD;
b. Bertanggungjawab melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap

penatausahaan Penerimaan, penatausahaan Bendahara Pengeluaran,
penatausahaan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan penatausahaan
Bendahara Umum Daerah dalam SIPPKD dan SIPD;

c. Bertanggunglawab melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap
Memorial, Jurnal Laporan Realisasi Anggaran, Jurnal t aporan
Operasional dan Jurnal Konsolidator dalam SIPPKD dan SIPD;

d. Bertanggunglawab melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap
RKPD, RENSTRA dan RENJA dalam SIPPKD dan SIPD;
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e. Bertanggungiawab atas kelalcaran operasional sistem untuk Modul
Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungiawaban
dalam SIPPKD dan SIPD;

f. Memberikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan
kegiatan kepada ketua Tim sebagai bahan laporan bulanan;

g. Mengikuti pelatihan yang diberikan Tim Kementerian Dalam Negeri
maupun Kementerian Keuangan dalam pengembangan SIPPKD, SIPD dan
SIKD; dan

h. Mengikuti rapat koordinasi dan rapat teknis pengembangan implementasi
SIPPKD, SIPD dan SIKD.

B. SEIIRETARIAT TIU
I. Ketua

a. Sebagai koordinator Sekretariat Tim Pelalsana kegiatan;
b. Menjelaskan pembagian tugas setiap anggota Sekretariat Tim; dan
c. Memberikan laporan keselcetariatan kepada Ketua Tim Pelaksana.

II. Wa]<iI Ketua
a. Menyusun jadwal pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
b. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan.

III. Anggota
a. Mendokumentasikan surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan

SIPPKD, SIPD dan SIKD; dan
b. Memfasilitasi setiap keluhan yang disampaikan oleh user berkaitan

dengan pengunaan SIPPKD, SIPD dan SIKD.

DAERAH,

M.A.
Pemblna Utama

NrP. 19641021 199003 10()8

I ,L/


